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PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 56 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2020
TENTANG PROSEDUR PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA,
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

s

BUPATI TASIKMALAYA,

bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pelimpahan
sebagian kewenangan Pengguna Anggaran (PA) kepada
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) perlu dilakukan
penyesuaian atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2020
tentang Prosedur Penunjukan dan Penetapan Pengguna
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara, Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan
Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Tasikmalaya tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Tasikmalaya Nomor 78 Tahun 2020 tentang
Prosedur Penunjukan dan Penetapan Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara, Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun
1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-



10.

11.

undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6736);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun
2016 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi
Kewenangan Pemerintahan  Kabupaten = Tasikmalaya



(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016
Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun
2016 Nomor 7), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun
2021 Nomor 3);

13. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 78 Tahun 2020
tentang Prosedur Penunjukan dan Penetapan Pengguna
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara, Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan
Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 78)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Tasikmalaya Nomor 118 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 78 Tahun 2020
tentang Prosedur Penunjukan dan Penetapan Pengguna
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara, Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan
Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2020 TENTANG
PROSEDUR PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGGUNA
ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA,
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 78 Tahun 2020
tentang Prosedur Penunjukan dan Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa
Pengguna Anggaran, Bendahara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan
Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 78) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 118 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 78 Tahun 2020 tentang
Prosedur Penunjukan dan Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna
Anggaran, Bendahara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat
Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 118), diubah sehingga Pasal 7 berbunyi
sebagai berikut:



Pasal 7

PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
mempertimbangkan besaran beban pekerjaan, lokasi dan/atau rentang kendali
organisasi.

Pasal I
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 56



